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PERATURAN DAERAH PROVTNSI BENGKULU
I

NOMOR: 2l TAHUN 2006

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENAI\GGULANGAN KEKERASAN
TNRIIADAP PEREMPUAN DAN ANAK\

DENGANRAHMAT TU}IAN YANG MAHA ESA

GUBERNTIRBENGKI.ILU

Menimbang : a. bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan
salah satu bentuk pelanggaran atas Hak Asasi Manusia, sehingga upaya yang
dilakukan dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya segala
benhrk kekerasan terhadap peremprum dan anak perlu lebih ditingkatkan dan
diwujudkan secara nyata;

b. bahwa saat ini jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di
Bengkulu masih tinggi, sementara pelayanan dan pemulihan scrta

terhadap korban belum dilakukan terpadu;

pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a dan b

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun i946 tentang Kitab Undang-undang Hukrun
Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun t946Norror50);

2. Undang.,'undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembcntukan Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tanrbahnn Lembaran
Negara Nomor 2828);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 rentang Ketentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 2124);

Undang.undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lentbaran
Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembararr Negara Nornor 3 I34);

Undang-unciang Nomor 8 Tahun l98l tentang Hukum Acara pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan, Lembaran Negara
Nomor 3209);

3.

4.

5.

diperlukan suatu Peraturan Daerah Tentalg, Pencegahan Dan
langan Kekerasan Terhadap Perempuan daa Ailak.

-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembara.n Negara
992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

Undangl-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan Anak (Lembaran
Neeara[ahun-J997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 366g);

6. Undangundang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi
Penghapusan Segala Bentu.k Diskiminasi Terhadap Wanita

Forms of Discrimination Againts
Nomor 29, Tambahan Lembaran

on the Elimination of All
Lembaran Negara Tahun 1984

(
Wo
Negara

Tahrur
7.



Nomor 39 Tahun 1999 tentang FIak Asasi N{anusia

Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Tambahan Lembaran NegaraNegara Tahun 2002 Nomor 109,

l,lomor 4235);

Il. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3489);

12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekesaran

Dalam-Rumah langga (Lembamn Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan

Lcmbaran Negara Nomor 4419);

13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437);

14. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kita
Undangrundang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun l9B3 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahrur 2000 tentang Kewbnangan Pemerintah
dan Kelyenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

17. Peraturan Pemerintah Nornor 25 'lahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (l-embaran Negara
Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor44l7);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang l'enyelenggarrian dan
Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Itumah 'I'angga (l..crliraran
Negara Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4604);

19. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun I990 tentang PengesiLhan Convr:ntion
on the fughts of the Child (Konvensi tentang llak Anak), [-cnibaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57;

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nornor 65 'l-:rhun 2005 tcntang Konrisi
Nasional Anti Kekerasan Terhadap Percmpuan.

Bersama antara Menteri Negara Pernberdal,aan Perempuan,
Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kcpala Kcpolisian I{epublik

)mor : l4lMen.PP lDcp.Y /X/2002, t.\ornor :

KB/X12002, Nomor : 751HUW2002., Nonror .POI-. :

813048/X12002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerirson tcrhadap
Perempuan dan anak;

22. Peratuqn Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tcntang Jcnis dan
Benluk Produk l-lukum Daerah.

21.



Menetapkan :

Dengan Persetuj uan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYA'I DAERAI1

Dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGA-II,'\N DAN

PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPIJAN DAN

ANAK

BAB I
KETENIUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Dr.erah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu;

Bengkuiu;2. Gubemur adalah

3. DPRD adalah L)ewan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu; I

4. Kepolisian Daerah adalbh Kepolisian Daerah Bengkulu;

5. Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra adalah Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra
Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu;

6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu;

7. Rumah Sakit adalah RSUD di M. Yunus Bengkulu;

8. Dinas Kesejahteraan Sosial adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu;

9. Pemerintah Kabupaten/I(ota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu;

10. Perempuan adalah orang yang mempunyai organ kelamin perempuan (vagina) dapat
mengalami mentnrasi, memiliki rahim dan kelenjar susu (mamae); 

" ,

11. Anak adalah seseoranS yang berusia di bawah 18 (delapan belas) taiun, termasuk anak yang
masih dalam kendungarq

I

12. Kekerasan adalah setiEp tindakan \ekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak
yang berakibat, keruglan dan penderitaan secara fisik, seksual maupun psikologi terhadap
perempuan dan anak, ,termasuk di dalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja
membatasi dan menghrimbat kebebasan perempuan;

13. Kekerasan Fisik adalafr setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau
cacat pada tubuh seseofang, gugumya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian;

14. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya
diri, hilangnya kemampuan untuk be(indak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis
berat pada seseorang;
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15. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan

hubungan seksual, baik dengan tidak wajar atau tidak disukai dengan orang lain untuk tujuan

komersil dan atau tujuan tertentu;

16. Pelaku Kekerasan adalah seseorang baik secara sendiri-scndiri maupun bersama-sama

melakukan tindak pidana kekerasan di lingkrurgan keluarga mauPun di luar lingkungan

keluarga;

17. Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalarni

berbagai bentuk tindak kekerasan baik di lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan

keluarga;

18, Perlindungan adalah segala perbuatan yang dituj ukan unnrk memberikan rasa aman oleh

pihak yang berwenang dan berkompeten, dalam hal ini pihak kepolisian, kejaksaan, lernbaga

sosial, lembaga keagamaan, pusat krisis perempuan dan anak, lernbaga bantuan hukum,
petugas kesehatan dan pekerja sosial;

19. Pendampingan adalah seluruh upaya yang terpadu dilakukan untuk menrulihkan kondisi
korban kekerasan perernpuan dan anak yang meliputi konscling, tcrapi medis dan birntuan

hukum dalam rangka penguatan diri korban;

20. Sistem Pelayanan Tepadu adalah layanan yang menyediakan dan mernberikan upaya
pemulihan secara menf,eluruh yang meliputi upaya medis termasuk medis legalipelayanan
umum, psikologis-sosi4l;

l

21. Pendamping adalah oring atau lembaga lang melakukan pendampingan tcrhadap perempunn
dan anak korban kekerasan sesuai dengan kemampuan dun menrpunyai kompetensi
profesional dalam bidangnya; I !

22. Pctugas Kesehatan adalah petugas medis dan paramcdis yang rrremiliki kcwcr)rngirn unrLrk

melakukan tindakan medis;

23. Pekerja Sosial adalah tenaga profesi yang bekerja sebagai pcgawai dinas sosial ataupLrn

organisasi masyarakat yang mempunyai keterampilan secara khusus dalam nrentlrrmpingi
korban dan memiliki otoritas untuk melakuka.n inlervensi sosial scsuai dcngau kervenangan
yang dimilikinya;

24. Lrmbaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang Perempuan dan Anak adalah sebualr

lembaga, institusi atau wadah yang juga menyediakan layanan pernulihan (psiko-sosial dan

atau hukum) bagi korban kekerasan yarrg diberikan oleh para profesional serta berfungsi
sebagai pusat informasi dan dokumentasi yang sekaligus melakukan penyadaran kepada
masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak;

25. Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga atau wadah organisasi yang,memberikan bantuan
dan pendampingan hukum bagi korban kekerasan;

26. Rumah Amar adahA tempat tinggal sementara yang disediakan baik oleh pemerintah,
lembaga non pemerinlah termasuk lembaga swadaya masyarakat yang peduli perempuan
unhrk memberikan l{lanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban
kekerasan; 

i
i

27. Pusat Pelayanan Tefuadu Lintas Sektor adalah lembaga dimana korban kekerasan
memperoleh layanan pemulihan secam menyeluruh yang meliputi upaya medis, psikologis,
sosial dan hukum serta pemulihan e/<onomi yang diberikan oteh berbagai organisasi dan
lembaga serta komuiitas yang disediakan di suatu tempat secara terpadu baik yaog
disediakan oleh pemerintah maupun LSM yang peduli perempum;

28. Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penanggulangan korban kekerasan agar lebih
berdaya baik secara Iisik maupun psikis termasuk pemberdayaan ekonomi;
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i

29. Penyelenggaraan Pemtrlihan adalah segala tin<iakan yang diikuti pclayanan dan
pendampingan repada kbrban kekerasan;

30. Pencegahan arlalah upaya unhrk memberikan penyadaran pada masyarakat bahwa kekerasan
terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia.

BAB II
TUruAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan ini adalah
memberikan perlindungan dan pelayanan telhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang
berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi di rumah tangga dan atau publik.

BAB III
HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 3

Perempuan dan anak korban kekerasan mempunyai hak dasar atas kebenaran, keadilan dan
pemulihan melalui pemenuhan hak-hak di bawah ini :

l. Hak untuk memperole{r perlindungan dari seluruh komponen pemerintah daerah, penegak
hukum dan m6-syqrakat termasuk di lingkungan dimana korban tinggal sehingga korban
memperoleh rasa aman dan memiliki kesempatan untuk mengemlalikan rasa percaya
dirinya;

3.

Hak atas informasi yang lengkap dan benar tentang seluruh bentuk pelayanan yang
disediahkan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat;

Hak unn* ikut s€rta memutuskan bentuk perlindungan dan pcmulihan yang sesrrai dengan
kebutuhannya;

Hak atas pelayanan yang berpihak, adil daa rahasia atas segala bentuk penclcritaan akibar
kekerasan yang dialaminya :

a. Pelayanan medis;
b. Konseling;
c. Bantuan hukum;
d. Rumah aman;

Hak atas pelayanan pendukung yang diberikan selama ma-sa penanganarl mencnkup :
j

a. Penguatan psiko-soiial;
b. Pemberdayaan ekonomi;
c. Pendidikan bagi anak dan tanggungan keluarga;
d. Penitipan anak korban kekerasan; ,

Hak atas pendampingan hukum dalam setiap tingkat proses penl,elcsaian kasus termasul<
pendampingan korban yang memberikan kesaksian di persidangar;

Hak atas layanan yang adil dari pihak kepolisisan, kejaksaan dan pengadilan;

4.

5.

6.

7.
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BAB IV
PERAN MASYARAKA'|

Pmal 4

(1) Masyarakat berperan sebagai pelaku dalam upaya mengungkapkan kekerasan terhadap

perempuan dan anak;

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasa.l ini, dilaliukan melalui
kegiatan sebagai berikut :

a. Memberi perlindungan dan menCukung pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban

kekerasan;
b, Melakukan langkah-langkah pencegaharu

o. Melaksanakan pemantauan terhadap kinerja penegak hukum, lernbaga pemerintah dan

lembaga norr pemerintah.

BAB V
FORUM KERJASAMA

Pasal 5

Fonun kerjasama memba{rgun mekanisme kerjasama untuk pcnanganan kckerasan terhadap
perempuan dan anrrk secarf komprehensip dan terpadu yang difasilitasi oleh Pemerinuh Daerah
dengan para penegak huqnL oetugas. kesehatan, pekerja sosial, lembaga Adat, pendampingan
dan tokoh masyarakat yan$ terdiri dari r , 

r

1. Mengembangkan konsip penanganan dan pencegahan korban kekerasan terhadap peremp.an
dan anak secara komprehensip dan terpadu yang sesuai dengan kondisi lokal;

2. Membuat kesepakatan kerjasama antar para pihak dalam Forum Kerjasama;

3. Mendorong perumusan kebijakan-kebijakan sektoral oleh masing-masing instansi yang
terlibat dalam Fonrm Kerjasama;

4. Membuat "Standard Operating Procedure" (SOP) untuk penanganan kasus dan
pendampingan serta kerjasama lairurya untuk perempuan dan anak korban kekerasan;

5. Melakukan p€rtemuan berkala untuk gelar kasus dan monitoring kasus-kasus yang sedang
berjalan serta membangun mekanisme kerjasama;

6. Membangun sarana dan prasarana untuk penyediaan penanganan terpadu;

7. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan.

pENYErr*ooffJIERLTNDUNGAN

Bagian Penama Kelembagaan

' 
Pasal 6

(1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban ditakukan secara terpadu oleh lembaga-
Iembaga dalam pelayanan terpadu lintas sektor;

(2) Lembaga dalam peleyanan terpadu dapat rnenerima rujukan kasus dari seluruh
Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu;



(3) Pelayanan Terpadu pada masing-masing lembaga yang temlasuk dalam sistent pelal'anan

terpadu bersilat mengikat instansi, lembaga dan organisasi untuk melakukall upaya'upaya

penanganan dan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

(4) Ketentuan tentang Pelayanan Terpadu pada masing-masing lembaga, instusi, organisasi
kemasyarakatan alian diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Bentuk dan Mekanisme Pelayanan

Pasal 7

(1) Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh I)l'T nreliputi :

a. Pelayanan medis, bgrupa perawatan dan pemulihan luka-luka lisik yang bcrtujuan urttuk
pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga n.redis dtrn paramedis;

b. Pelayanan medicolegal merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian
di bidung hukum; 

,c. Pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang dibelikan oleh pendanrping dalam
rangka memulihkai kondisi tmumatis korban, termasuk penyecjiaan rurnah arnan untuk
melindungi korban dari berbagai ancarnan dan intimidasi bagi korban clan mernberikln
dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri kckuatur, dan
kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya;

d. Pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan;
e. Pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pclatihan kctrarlpilan dan

memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri. , 
r

(2) Mekanisme pelayanan sebagaimana dimalisud pada ayat ( I ) cliselenggan iiur nrenunrt
Standard Operasional Prosedur (SOP) yang akan diatur lebih larrjut rnclalui kcscprkatan
bersama antar instansi, lembaga dan organisasi yang terlibat dalanr upat'a pcnirngauirn dan
pelayanan bersama Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Prinsip-ptinsip Pelayanan

Pasal 8

Penyelenggaraal pelayanan terhadap korban dilakukan dengan tidak dipungut biaya, cepar,
aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau, dan adanya jaminan kerahasiaan.

Pasal 9

Pengelola Pelayanan Terpgdu berkewajiban menyelenggarakan layanan dan bekerjasama sesuai
dengan Prinsip-prinsip laylnan sebagai:'nana dimaksud pada Pasal 7.

,
i

. i BAB Vrr
I PELATIHAN DAN SOSIALISASI

i pasar ro

Dalam rangka melakukan llangkah pencegahan, maka pemerintah Daerah bersama-sama dengan
masyarakat melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai :

1. Untuk meningkatkau pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan kekerasan
terhadap perernfuan dan anak;

2. Membangun, pematuman tentang konsep pemulihan yang komprehensip;



3.

+.

Mengembangkan keteLmpilan pendarnpingan korban dan komunitas korban;
Mengintegrasikan persoalarp","mpuaid",;dl[;;fi;ff;|trop,[1ffHrt1lr"H[Jr""fl 

.l:ff iff rerhadap

Peserta pe.latihan dan sosialir
pekerja sosiar, r;k h ;;;#; f ilff,ilffi lain petugas hukum, petugas kesehatan,

5.

BAB VIII
PENDAMPINGAN

pendampingan dirakuk 
Pasal l1

r:u;:1';:1:i#ii..,""f IF:ti#Jd;l,r,ffi,:Iffi iil,.#i*:*#H,ifl r,ffi

rnrexffirltoNrsr

(r) setiap orang yang d, 
Pasal 12 

.

,g,". ;;gf"4;.;trffi rm'*flhft*f*?#,'f-;:r.:{itJr
(2) Apabila pejabat yans rtir,,ni,,L ..-..., I

.T:^+T j;ffi i,,:i lH:f ,H'r*kfi ilr;, "lf"rfl llT pe rr i, r d u n gan t i,r ak r n c r a k s u c k a n

u, ffi:J:ilTiT yans ;",";-:- 
"-r4,.an sanksi sestrai ketenruL p""'*i"g-un'iung'n

p.r"]**, 4;, J,i:iJH'ffi*il,,i:-"t#,#.?Xi.,,#H,;i.iij,!r.. prinsi.pri,si p

PEN.ENDALTA$fiXil ou*oo ,ASAN
pasal 
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"'i;}Hf 
ffi ;]:flffi ,,i:,il,iiiii:*iilHJfi "ll,,ff 

, 
jjffiril,i:#,i,:::Hfi,r,,;;t

(2) Rincian lebih tanjut 

nasr dengan insransi terkait:

dimaksudn,a",,,iii,ff:iil,i,l::iifl,ii:,T"rt]i?1,,ft,fl;l:1"*,n 
scbagui,nan,r

,.#siii^*

segara biaya untuk peraks^-^^- 
Pasal 14

pttt'pu* i* *.t afi"ffifl0ff;:"t*- dan pemulihan rerhadap korban kekerasan

;ffi ffi.l:H?ff i.ifl"liJTf ,r,xiir;ero,ehannya sesuai dengan peraturan perundang_
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BAB XII
KETENruANPENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam l,ernbaran Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

?9-12-r,06 |
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PROVINSI BENGKULU TAHUN 2006 NOMOR: .21;.

Ditetapkan di Bengkulu
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